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BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 8 TAHUN 2015 

TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
ke tentuan da lam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri 
Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
d iubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Da lam Negeri Nomor 21 T a h u n 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menter i Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
member ikan tambahan penghasi lan kepada Pegawai 
Negeri Sipi l berdasarkan pert imbangan yang obyektif 
dengan memperhat ikan kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan prestasi 
kerja bagi Pegawai Negeri Sipi l , per lu member ikan 
tambahan penghasilan yang layak; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, Perlu 
membentuk Peraturan Bupa t i tentang Tambahan 
Penghasilan bagi Pegawai; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
L ingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
T a h u n 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5589); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 2 5, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah d iubah beberapakal i terakhir 
dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 21 
T a h u n 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menter i Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu P intu; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI. 

BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 
Da lam Peraturan Bupat i i n i yang d imaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimp in 
pelaksanaan u rusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 



3. Bupa t i adalah Bupa t i Karanganyar. 
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipi l dan Calon Pegawai 

Negeri Sipi l sesuai dengan ke tentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang ber laku. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
dis ingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintahan Daerah. 

6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan 
yang d iber ikan kepada Pegawai berdasarkan indikator 
kiner ja dan kedis ip l inan da lam rangka meningkatkan 
kinerja, motivasi , dan d is ip l in kerja Pegawai d i l ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 

7. Jabatan Fungsional U m u m yang selanjutnya dis ingkat 
JFU adalah sua tu kedudukan yang m e n u n j u k k a n tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipi l sua tu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya d idasarkan pada ketrampi lan 
t e r t en tu dan u n t u k pangkatnya t idak d isyaratkan dengan 
angka kredi t . 

8. Jaba tan Fungsional Khusus yang selanjutnya dis ingkat 
JFK adalah suatu kedudukan yang m e n u n j u k k a n tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan h a k seseorang Pegawai 
Negeri Sipi l sua tu satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya d idasarkan pada keahl ian 
dan/atau ket rampi lan te r tentu , serta bersifat mand i r i dan 
u n t u k kena ikan jabatan dan pangkatnya d isyaratkan 
dengan angka kredit . 

9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karanganyar. 

10. Rumah Sakit U m u m Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
RSUD adalah Rumah Sakit U m u m Daerah Kabupaten 
Karanganyar. 

11 . G u r u adalah pendidik profesional dengan tugas u tama 
mendid ik , mengajar, membimbing , mengarahkan, melat ih, 
meni la i , dan mengevaluasi peserta d id ik pada pendid ikan 
anak us ia d in i j a l u r pendid ikan formal , pendid ikan dasar, 
dan pendid ikan menengah. 

12. Komis i Pemil ihan U m u m yang selanjutnya dis ingkat KPU 
adalah Komisi Pemil ihan U m u m Kabupaten Karanganyar. 

BAB I I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Tambahan Penghasilan i n i d imaksudkan d iber ikan kepada 

Pegawai da lam rangka men ingka tkan kesejahteraan 
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondis i kerja, 
ke langkaan profesi, prestasi kerja, dan/a tau pert imbangan 
objekt i f la innya. 

(2) Tu juan member ikan Tambahan Penghasilan adalah u n t u k 
men ingkatkan kesejahteraan Pegawai, sekaligus 
men ingka tkan kinerja, d is ip l in , dan semangat kerja bagi 
Pegawai. 



BAB I I I 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 3 
(1) Da lam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai dan 

peningkatan kinerja, d iber ikan Tambahan Penghasilan 
kepada Pegawai. 

(2) Jenis dan kr i ter ia Tambahan Penghasilan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), sebagai be r iku t : 
a. Tambahan Penghasilan bagi kesejahteraan Pegawai 

d iber ikan berdasarkan pert imbangan obyektif sesuai 
beban kerja normal , guna meningkatkan 
kesejahteraan u m u m Pegawai dan d ikecual ikan bagi 
Pegawai pada SKPD yang telah mendapatkan 
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja; 

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 
d iber ikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan 
u n t u k menyelesaikan tugas-tugas yang d in i la i 
me lampaui Beban Kerja no rma l yang di l ihat dar i 
fungsi-fungsi ter tentu. 

(3) Besarnya Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 
dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, 
pal ing t inggi d i tetapkan sebagaimana t e rcantum dalam 
Lampiran Peraturan in i . 

(4) Tambahan Penghasilan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (3) t idak d iber ikan bagi Pegawai pada Jabatan 
Fungsional , ya i tu G u r u berserti f ikasi dan Paramedik pada 
RSUD, dan Dinas Kesehatan. 

BAB IV 
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Bagian Kesatu 
Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 

Pasal 4 
Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 3 ayat (2) h u r u f a d iperh i tungkan dan 
d iber ikan setiap bu lan . 

Pasal 5 
(1) S t r u k t u r Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai, 

d ia tur berdasarkan perh i tungan beban kerja masing-
masing Pegawai. 

(2) S t r u k t u r Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) pada masing-masing SKPD 
d i te tapkan lebih lan jut oleh Kepala SKPD didasarkan pada 
pert imbangan kemampuan Keuangan Daerah yang 
d i tuangkan da lam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 



Pasal 6 
(1) Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 

d i c an tumkan dalam DPA-SKPD dengan s t r u k t u r sesuai 
a juan masing-masing kepala SKPD berdasarkan 
pert imbangan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 
ayat (1). 

(2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dengan format 
sebagaimana d imaksud pada Lampiran Peraturan i n i . 

Bagian Kedua 
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 

Pasal 7 
Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 ayat (2) h u r u f b 
d ipe rh i tungkan dan d iber ikan setiap bu lan . 

Pasal 8 
(1) S t r u k t u r Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan 

pert imbangan Beban Kerja, d i a tu r berdasarkan 
perh i tungan beban kerja masing-masing pegawai. 

(2) S t r u k t u r Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) pada masing-masing SKPD 
di te tapkan lebih lan jut oleh Kepala SKPD didasarkan pada 
per t imbangan kemampuan Keuangan Daerah yang 
d i tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Pasal 9 
(1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja 

d i c an tumkan dalam DPA-SKPD dengan s t r u k t u r sesuai 
a juan masing-masing kepala SKPD berdasarkan 
pert imbangan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 
a y a t ( l ) . 

(2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dengan 
format sebagaimana d imaksud pada Lampi ran Peraturan 
i n i . 

BAB V 
PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 10 
(1) Pegawai t idak d iber ikan Tambahan Penghasilan, apabila : 

a. cu t i d i luar tanggungan Negara, cu t i sakit lebih dar i 1 
(satu) t a h u n , dan cu t i besar, Tambahan Penghasilan 
d iber ikan kembal i setelah yang bersangkutan selesai 
menja lani cu t i tersebut; 

b. Pegawai yang menja lankan Ibadah Haji ; 
c. Pegawai yang mengambi l Tugas Belajar lebih dar i 6 

(enam) bu lan ; 
d. Pegawai yang menjadi perangkat desa; 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 8 TAHUN 2015 
TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 
PEGAWAI. 

STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

1. Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai, sebagai ber ikut : 
a. Eselon II a Rp. 6.000.000,00 
b. Eselon II b Rp. 2.500.000,00 
c. Eselon I I I a Rp. 1.750.000,00 
d. Eselon I I I b Rp. 1.250.000,00 
e. Eselon IV a Rp. 800.000,00 
f. Eselon IV b Rp. 600.000,00 
g- Eselon V a Rp. 550.000,00 
h . JFU/calon JFK Golongan IV Rp 550.000,00 
i . JFU/calon JFK Golongan I I I Rp 450.000,00 

j - JFU/calon JFK Golongan I I Rp 400.000,00 
k. JFU/calon JFK Golongan I Rp 350.000,00 
1. JFK la innya dan Pegawai yang Rp 350.000,00 

d i t empatkan pada KPU 
m. G u r u non serti f ikasi Rp 250.000,00 

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja pada Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), dan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai be r iku t : 
a. Eselon I I b Rp.3 000.000,00 
b. Eselon III a Rp.2 000.000,00 
c. Eselon I I I b R p . l 500.000,00 
d. Eselon IV a R p . l 000.000,00 
e. JFU/calon JFK Golongan IV Rp. 900.000,00 
f. JFU/calon JFK Golongan I I I Rp. 800.000,00 
g- JFU/calon JFK Golongan II Rp. 700.000,00 
h . JFU/calon JFK Golongan I Rp. 600.000,00 
i . Audi tor/P2UPD/Audiawan Ah l i Madya R p . l .500.000,00 

j - Audi tor/P2UPD/Audiawan Ahl i Muda R p . l .000.000,00 
k. Auditor/P2UPD/Audiawan Ahl i Pertama Rp. 900.000,00 
1. Audi tor Penyelia Rp. 900.000,00 



B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 

KOP SKPD 

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD) 
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN 

NOMOR TAHUN 
TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

KEPALA (SKPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN, 

Menimbang : a. bahwa da lam rangka peningkatan kesejahteraan dan 
peningkatan kinerja, per lu member ikan Tambahan 
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipi l d i 
l ingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; 

b. bahwa u n t u k maksud tersebut, per lu menetapkan 
Keputusan Kepala (SKPD) se laku Penguna 
Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
L ingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah d iubah dengan ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negera Republ ik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 13 
T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah d iubah beberapa ka l i 
t e rakh i r dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 
T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

7. Peraturan Bupat i Karanganyar Nomor Tahun 
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri 
Sipi l (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 

Nomor ); 



e. Pegawai yang mengambi l bebas tugas (BT); 
f. Pegawai yang d i j a tuh i h u k u m a n d is ip l in t ingkat 

sedang a tau t ingkat berat; 
g. Pegawai yang d i ja tuh i H u k u m a n Dis ip l in berupa 

Pembebasan Jabatan, maka Tambahan Penghasilan 
dapat d iber ikan atas usu lan dar i atasan langsung 
setelah 2 (dua) t a h u n menjalani h u k u m a n ; 

h . Pegawai yang sedang mengajukan keberatan/banding 
terhadap pu tusan h u k u m a n d is ip l in . 

(2) Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f f dan h u r u f g, t e rh i tung 
sejak d i ter ima sanksi dan sampai berakhir sanksi . 

Pasal 11 
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 10, menjadi tanggung jawab Kepala SKPD 
masing-masing. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 12 
Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka 
Peraturan Bupa t i Karanganyar Nomor 1 T a h u n 2013 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1), d icabut dan d inyatakan 
t idak ber laku. 

Pasal 13 
Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal 
d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 
pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan penempatannya 
da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Karanganyar. 

D iundangkan d i Karanganyar 
pada tanggal b j a n o a n Q^Q^ 

SEKRETARIS DAERAHJJABUPATEN 
KARANGANYAR, 

Di te tapkan d i Karanganyar 
pada tanggal U âaoar\ 9-CHs 

BUPATI KARANGANYAR, 

JULIYATMONO 

BERITADAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 8 


